PROVINSI JAWA TIMUR
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PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : MIS /05.0116/ 2017

Diberikan kepada -

SNTERIAN AGAMA

INST JAWA TIMUR,

- AHU-119 AH.01.08. TAHUN 2013 / 28 JUNI 2013

. MADRASAH IBTIDAIYAH AL MAHBUB

- PAKEL RT.03 RW 13

. SELOPURQO

- SELOPURO
: LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

- NO. 4. MUNYATI SULLAM, SH., MA

. KABUPATEN BLITAR

Dengan Nomor Statistik Madrasa (NSM):

Akte Notaris Penyelenggara
Pengasahan Akte Notaris

Penyelenggara Madrasah
Tanggal Pendirian

Nama Madrasah
Kecamalan

-

SYAMSUL BAHRI




KEPUTUSAN KEFPALA EANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3225 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AL MAHBUB HABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAJXIA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimban

Mengingat

g ca, bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah vang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyvarakal melalni organisasi  berbadan hulum untok
menyelenggarakan madrasah sesusi dengun standar nasional
pendidikan,

b. babwa masa berlaku izin operasional/ pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini teiah
halis;

¢. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/opcrasional madrasah berdasarkan Rekomendasi
dari Kepala Kanlor Kementerian Agama KABUPATEN BLITAR
Nomar: Kd. 156.31/2/PP.COS11T70/2016/2016 Tanggsl 12
April 2016;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaggimang dimaksud
dilamn huruf o huruf b dan huraf ¢, perln menctapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilavah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur leniang Perpanjangan Tzin
Pendirian/Operasional  MADRASAH  IBTIDAIYAH AL
MAHBUB KABUPATEN BLITAR Provinsi Jawa Tirnur.

: 1. Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Léembaran Negara Kepublik Indoncsia
Tahun 2003 Nomoer 78, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
lndonesia Nomor 430 1};

2. Peratiran Pemerintah Nemor 19 Tahun 2005 {entang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimmana lelah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahsan Kedus Atas Peraturan Pemernintah Nomor 19
Tahun 2005 rentang Standar Nasionzl Pendidikan (Lembaran
Negara Republik mdonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5670,



]

|

Peraturan Pemérintabh Nomor 48 Tahun 2008  lenlang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomar 91, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 fentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Pendidikan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesin  Nomor 5150
sebaguimana lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahsn Atss Peraluran
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloldan dan
Penyelengparann  Pendidikan  (Lembaran Negara Republik
Tmdonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembiaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Unluk  Sckolah
Dasar/NMadrasah Thtidaivah, Sckolah Menengat
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomar 15 Tabhun 2010
tentang  Standsr  Pelayanan Minmunal  Pendidikan i
Kabupaten/Kota sebagaimans lelah dinbah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Pernbahan  Atas Peraturan Menleo Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 lentang Standar Pelavanan
Minimal Pendidikan dl Kabupaten/Kota:

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelengoaraan Pendidikan Madrasah, scbagaimana ielah
dinbah dengan Peraturan Menteri Agama Nemor 66 Tahun
20116 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penvelenggaraan Pendidilkcan
Madrasah,

Keputusan Direkiur Jenderal Pendidikan Tslam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Tcknis Pendirian Madrasah
Yang Thselenggarakan oleh Masyarakal,

Kepulusan Diveklur Jenderal Pendidikan I[slam Nomor 58835
Tahun 2015 tentang TPetunjuk Teknis Perpanjingan Izin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Swat Keputusan Pengganti
lzini Penddirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokunen [zin Pendirian Madrasah;



Menetapkan

KIESATL

KETI(GA

MEMUTUSKAN :

T EEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG PEMBERIAN IZIN TENDIRIAN / OPERASICNAT.
MADRASATT IBTIDAIYAIT Al MAHBUB KABUPATEN DBLITAR
PROVINSL JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madmasah

kepada madrasah sebagaimang tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian Udak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemberian izin operasional sehagaimana dimaksud dalem Diktam

KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran  sesuai dengan  ketentuan peraturan
peruandang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada (anggal ditetapkan.

Dilctapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Mei 2017

SYAMSUL BAHRI ;‘{—



LAMPIRAN

KREPUTUSAN KIZPALA KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINGT JAWA TIMUR

NOMOR 3225 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
MADRASAH IBTIRDATYAH AT. MAHBUR
KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

Nama Madrasah

AL MALIIUB

Nomor Statistik Madrasah

3 Alamat Madrasah

() I =

<4 | Nama Organisasi Penyelenggara

n

Aklte Notars Organisasi

Penyelenggara

6 | Pengesahan Akie

| Organisasi Penvelenggara

111235050116

PAKEL RT. 03 RW. 13
IHESA SELOPURO
KECAMATAN SELOPURO
KABUPATEN BLITAR
PROVINST JAWA TIMUR

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NUJ

NO. 4, MUNYATL SULLAM, SH., MA

Netaris  AHU-L19 A 0108 TAHUIN 2013/

26 JUNT 2013

' ““‘\ KANTOR WILAYAH
TERIAN AGAMA
Il JAWA TIMULR,

SYAMSUL BAHRI %




